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ABSTRAK

Pendahuluan

Pembangunan nasional ditujukan untuk meraih
cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia guna

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara
keseluruhan.

- Dalam mengisi cita-cita perjuangan tersebut maka

perlu dilakukan program yang terencana dan terarah
untuk melaksanakan proses pembangunan agar
tujuan nasional dapat  dicapai sesuai dengan
falsafah yang mendasari perjuangan tersebut yakni
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 194S.

Suatu kenyataan yang dihadapi olsh pemenntah
dalam pelaksanaan pembangunan ini- adalah
masalah untuk meningkatkan pertumbuhan eko-
nomi, dan dapat dilakukan apabila sistem produksi
dapat digiatkan, yang meliputi pengolahary
pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki
negara.

Dengan dapat diciptakannya sistem produksi, maka
kesempatan kerja dan pendapatan dari masyarakat
dapat ditingkatkan, karena dengan pendapatan yang
lebih baik masyarakat dimungkinkan mengembang-
" kan keahlian dan keterampilan dirinya masing-
masing ketingkat yang lebih mapan yang pada
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“akhirnya akan disumbangkan pada pembangunan itu
sendiri.

Apabila proses ini berjalan terus menerus maka
negara akan sampai pada kondisi dimana per-
ekonomian dapat tumbuh dengan baik dan
masyarakat ikut berperan besar di dalamnya.

Oleh sebab itu agar sistem produksi dapat berjalan
dengan baik maka prasyarat yang berupa masukan
(input) untuk penyediaan prasarana dan sarana fisik
harus dapat disediakan dalam waktu yang tepat yang
berupa masukan  teknologi, keahlian dan

keterampilan kerja serta kemampuan tatalaksana
serta pengalaman kerja.

Pengalaman bangsa kita memperlihatkan bahwa
masukan tersebut di atas kurang memadai untuk
menunjang sistem produksi yang mendorong
pertumbuhan tingkat ekonomi yang ditargetkan.

Permasalahan yang dihadapi diatas jelas terlihat
pada sektor jasa konstruksi, seperti diketahui sektor
ini mempunyai karakteristik spesifik yaitu selain
sifatnya dari sisi "supplay dan demand" sangat
dinamis juga melibatkan berbagai institusi peme-
rintah dan swasta yang membuatnya menjadi
kegiatan lintas sektoral.

Sektor jasa konstruksi mempunyai peranan yang
penting dalam pertumbuhon ekonomi negara
sehingga menyadari akan hal tersebut maka sudah
selayaknya  kehadiran  Undang-Undang Jasa
Konstruksi sangat dibutuhkan guna mengatur dan
memberdayakan jasa konstruksi nasional.



I1.

Hal inilah yang menyebabkan pemerintah berinisiatif

' menyusun konsep awal Undang-Undang Jasa

Konstruksi pada tahun 1988 dan selanjutnya
bersama asosiasi jasa konstruksi secara berkesinam-
bungan meneruskan konsep awal Rancangan
Undang-Undang Jasa Kontruksi yang selanjutnya
diubah dan disempurnakan hingga akhirnya dapat
dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat dan selesai
pada tanggal 22 April 1999.

Sejarah jasa konstruksi
Untuk mengetahui kondisi perkembangan jasa kon-

. struksi nasional perlu dilihat dan dipelajari sejarah

pertumbuhan industri konstruksi di Indonesia.

Dengan mengetahui sejarahnya maka akan lebih
mudah dipelajari keadacn yang ada sekarang.

1. Periode sebelum kemei'dekaan

Selama pemerintahan Belanda di Indonesia semua
bentuk kemajuan seperti teknologi dan sumber
daya manusia, didatangkan dari Eropa Barat.

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa
konstruksi juga tidak begitu banyak sekitar 6 buah

- dan merupakan anak perusahaan dengar
induknya berada di Netherlands.

Pada masa ini orang terdidik, peralatan, dar
bahan-bahan banginan seperti semen, baja, kaca
adalah buatan Eropa dan telah memenuhi standai
Eropa .

Standar-standar tertulis seperti konstruksi beton,

- . spesifikasi umum dan dokumen pelelangan sudat

ada. Pengaturan jasa konstruksi dilakukan dengar
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arbitrase teknik dan terdapatnya keseragaman
baik bentuk maupun tingkatan harga.

Disamping keenam  perusahaan kontraktor

Belanda tersebut ada beberapa perusahaan kon-

- traktor kecil Indonesia yang berfungsi sebagai sub
kontraktor dan pemasok.

. Periode sebelum tahun 19635

Ketika Indonesia memperolen kemerdekaan,
banyak tenaga bangsa Belanda seperti tenaga
teknik, profesor, guru, direktur perusahaan,
arsitek, "foreman" pulang kenegaranya. Dengan
sendirinya posist ini harus diisi cleh orang
Indonesia. Pada saat yang sama banyak per-
usahaan Belanda yang dinasionalisasi.

Pada periode ini terjadi ketidak stabilan pereko-
nomian Indonesia, tidak tersedia dana yang cukup
untuk perkembangan, kecuali hanya untuk peker-
jaan rehabilitasi dengan bantuan asing .

Dalam upaya mengisi kekosongan yang terjadi,
setelah kepergian Belanda, Universitas diminta
untuk menghasilkan sejumlah sarjana. Pada masa
transisi ini bidang keteknikan, arsitektur dan
konstruksi mengalami krisis karena terjadi pe-
nurunan secara Kkuantitas dan kualitas dari
ahli-ahli, pendidik, buku-buku, dan peralatan.

. Periode sesudah tahun 1965 'sampai 1980

Pada masa ini telah dilakukan pembenahan dalam

program pembangunan maupur: dalam pelaksana-
annya.



Hal ini dapat dimungkinkan karena adanya

kestabilan di bidang politik, ekonomi dan
keuangan.

Lembaga pemerintah mulai melaksanakan pem-

bangunan yang memberikan titik awal kebang-
kitan jasa konstruksi nasional.

Pada saat Indonesia mulai membangun yaitu pada
awal periode 1965 dialami beberapa kesulitan
antara lain teknologi, manajemen, dan tenaga

terampil serta ahli padahal pembangunan tidak
mungkin ditunda-tunda lagi.

Saat itu terpaksa ‘diambil jalan pintas untuk
‘mengimport tekz101091 asing dan keadaan inilah
'yang menyebabkan jasa konstruksi di indcnesia
cdiwarnai oleh peranan dominan dari kortraktor
asmg terutama untuk proyek dengan teknologi
" tinggi dan skala besar.

Modal asing dalam bentuk PMA dan PMDN
menjadi sumber dana pembiayaan proyek yang
tidak sedikit, dan peranan swasta mulai tumbuh.

‘Dalam pembangunan proyek—proyek banyak
‘melibatkan kontaktor Asing schingga Kontraktor
. Indonesia .sedikit banyak dapat memperoleh
. jpengalaman untuk menerapkan teknologi maju

..Periode setelah tahun 1980

Pada tahun 1980 mulailah dilakukan pembenahan
dalam pengaturan mengenai pelaksanaan anggar-
an pendapatan dan belanja negara dengan
- keluarnya Keputusan Presiden. No. 14/80 tentang
Tatacara Pelaksanaan APBN, karena dimaklumi
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dominan.

Pada periode ini terjadi "booming" di sektor minyak
sehingga kegiatan pekerjaan konstruksi banyak
dilakukan dimana-mana dan oleh karenanya perlu

pengaturan untuk menciptakan iklim usaha yang
kondusif.

Pengaturan pelaksanaan APBN melalui Keppres
14/80 pun kemudian disempurnakan beberapa kali
hingga sampai Keppres 29/84 yang terkenal
tersebut yang mulai mengatur dunia usaha.
Sejalan dengan hal tersebut pengaturan dunia
usaha jasa konstruksi sendiri diwujudkan melalui
Surat Keputusan Menteri/Sekretaris Negara selaku
Ketua Tim Pengadaan Barang/Peralatan Pemerin-
tah melalui keputusannya no 3547/TPPBPP/XII 1985
yang mengatur kualifikasi dan klasifikasi perusa-
haan jasa konstruksi. Empat tahun kemudian
lahirlah Surat I1zin Usaha Jasa Konstruksi yang
merupakan pelimpahan wewenang dari Menteri
Perdagangan ke Menteri Pekerjaan Umum sebagai

pengganti Surat lzin Usaha Perdagangan untuk
bidana jasa konstruksi.

Keppres 29/84 paling lama bertahan sampai

akhirnya disempurnakan dengan Keputusan

Presiden 16/94 yang dalam petunjuk teknisnya
mengatur secara rinci ;

a. tatacara pengadaan, dan

b. prakualifikasi yang menilai klasifikasi dan
kualifikasi perusahaan

APBN merupakan sumber pembiayaan yang paling



H1.

Peraturan ini merupakan salah satu produ
hukum yang mengatur dunia usaha jasa kor
struksi yang terkait dengan sumber dana da
pemerintah termasuk bidang pemboronga

pekerjaan non konstruksi dan  pengadaa
barang/jasa lainnya.

Pada tahun 1994 mulai dikenal GA’I’I‘ dan GAT.
kemudian WTO, APEC, dan AFTA yang membuc
semua pihak mulai mengambil ancang-ancan
akan adanya perubahan tata perekonomian dunic

Kondisi jasa konstruksi nasional

. Pertumbuhan jasa konstruksi yang tinggi sebelw
krisis ekonomi ternyata bpelum diimbangi denga

tatanan penyelenggaraan yang maksimal sehingg

menyebabkan munculnya berbagai masalah antar
lain :

1.

belum terwujudnya mutu produk, waktu pelal
sanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

. rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jasa-da

penyedia jasa ckan ketentuan/peraturan pei
undang-undangan yang berlaku.

. belum terwujudnya kesejajaran antara penggun

jasa dan penyedia jasa dalam hal hak da
kewajiban.

. belum terwujudnya secara optimal kemitraan yan

sinergis antar Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJ!
dan antara BUWJK dengan masyarakat.



V.

Bertitik . tolak dari kondisi tersebut maka di-
lakukanlah evaluasi kembali terhadap tatanan usaha

di

bidang jasa konstruksi yang memunculkan

berbagai pertimbangan yakni :

1.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewu-
judkan masyarakat adil dan makmur yang merata
materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 194S.

. Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan

dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang
mempunyai. peranan penting dalam pencapaian
berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya
tujuan pembangunan nasional.

. Berbagai peraturan perundang-undangan yang

berlaku belum berorientasi baik kepada kepen-
tingan pengembangan jasa konstruksi sesuai
dengan karakteristiknya yang mengakibatkan
kurang perkembangnya iklim usaha yang mendu-
kung peningkatan daya saing secara optimal
maupun bagi kepentingan masyarakat.

Berpijak dari pertimbangan tersebut, maka
dicanangkan pula cita-cita jasa konstruksi yang
diinginkan di masa mendatang yakni :

1. Tertib usaha jasa konstruksi

2. Pemberdayaan jasa konstruksi nasional untuk

1.) mengembangkan kemampuan
2.) meningkatkan produktivitas
3.) menumbuhkan daya saing



4.

. Kedudukan yang adil antara pengguna jasa d

penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerja
konstruksx

Kemitraan smergb dalam usaha jasa konstruksi.

Untuk menc:apcn cita-cita tersebut maka pengatur
di bidang jasa konstruksi harus berdasarkan Azas ;

1.) Kejujuran dan keadilan
2.) Manfaat

3.) Keserasian

4.) Keseimbangan

S.) Kemandirian

| ~ 6.) Keterbukaan

7.) Kemitraan
8.) Keamanan dan keselamatan

‘ tharapkan dengan adanya uUndang-Undang Jc
konstruksi ini dapat :

1.

Memberikan arah pertumbuhan dan perkembaz
an jasa konstruksi nasional untuk mewujudk
struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya sai

tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang b
kualitas.

. Mequudkan penyelenggaraan pekerjaaan ke

struksi yang menjamin.

a. kesetaraan kedudukan antara pengguna- jc
dan penyedia jasa dalam hal hak dan kewa11b<

b. dipenuhinya ketentuan yang berlaku

c. mewujudkan peran masyarakat di bidang jc
konstruksi.



VL.

Kandungan Undang-Undang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Jasa konstruksi terdiri atas 12 Bab,
46 Pasal dan 117 Ayat disertai Penjelasannya.

Beberapa pengertiar/istilah baru dan baku yang

~ditemui dalam UWK antara lain

. 1.) jasa konstruksi
2.) pekerjaan konstruksi
3.) registrasi
4.) pengguna jasa dan penyedia jasa
5.) pemilihan penyedia jasa
" 6.) pengikatan
7.) kontrak kerja konstruksi
8.) sistem pertanggungan
9.) kegagalan bangunan
10.)penilai ahli
11.)masyarakat jasa konstruksi
12.)forum jasa konstruksi
13.)Lembaga Penigembangan Jasa Konstruksi v

- Usaha Jasa Konstruksi

Usaha jasa konstruksi terdiri atas jenis usaha, bentuk
usaha, bidang usaha, persyaratan usaha serta

tanggung jawab profesional dengan uraian sebagai
berikut : ' :

1. Jenis usaha
a. usaha perencanaan konstruksi
b. usaha pelaksanaan konstruksi
c. usaha pengawasan konstruksi

10



S 2.

Béntuk usaha

' a. Qrang perseorangan

3.

b. badan usaha

Bidang usaha

a. Arsitektural

b. Sipil

c.. Mekanikal

d. Elektrikal

e. Tata Lingkungan

PérSyuratah usaha

1.

‘Usaha orang perseorangan dan badan usaha yang

terdiri atas perencana, pelaksana dan pengawas

konstruksi wajib mempunyai izin usaha dar

- pemerintah. :

N

. Badan usaha nasional dan asing yang terdiri ata:

perencana, " pelaksana dan pengawas konstruks
harus mempunyai sertifikat registrasi badan usahc
dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

. Perencana konstruksi, pengawas konstruksi ‘dmng

perseorangan atau orang perseorangan yarg
dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencanc
atau pengawas konstruksi atau tenaga pelaksanc

~ konstruksi tertentu harus memiliki sertifikai
" keahlian. :

11



VIIL.

4. Pelaksanaan konstruksi orang perseorangan atau
tenaga kerja yang bekerja pada pelaksana kon-
struksi yang melaksanakan pekerjaan keteknikan

harus memiliki sertifikat ketrampilan dan keahlian
kerja. '

Tanggung jawab Profesional
Tanggungjawab perencanaan, pelaksanaan dan

~ pengawasan konstruksi dilandasi oleh prinsip-prinsip

keahlian sesuai kaidah keilmuan dan kejujuran
intelektual.

Pengembangan usaha jasa konstruksi dikembangkan
untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan
handal serta efisien melalui kemitraan yang sinergis
antara usaha yang besar, menengah dan kecil serta

antara usaha yang bersifat umum, spesialis, dan
ketrampilan tertentu.

Pengembangan ini didukung dengan perluasan dan
peningkatan akses terhadap sumber dana dan
pengembangan jenis usaha pertanggungan.

PENGIKATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Para pihak terdiri atas

1. pengguna jasa dan penyedia jasa

2. pengguna jasa harus dapat membuktikan kemam-
puan untuk membayar biaya pekerjaan konstruksi

3. penyedia jasa terdiri dari perencana. pelaksana
dan pengawas konstruksi

12



Pengikatan Para Pihak

Pengikatan dilakukan berdasarkan prinsip persaing-

an yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa
dengan cara:

1. Pelelangan umum

2. Pelelangan terbatas dan hanya boleh diikuti oleh
penyedia jasa yang telah lulus prakualifikasi

3. Dalam hal tertentu dapat dilakukan pemilihan
langsung atau penunjukan langsung.
'Kontrak Kerja Konstruksi

Hak dan tanggung jawab para pihak harus dituang-
kan dalam kontrak kerja konstruksi (3K).

- Dalam 3K harus dimuat sekurang-kurangnya hal-nal
pokok sebagai berikut :

a. para pihak
b. rumusan pekerjaan
€. masa pertanggunguan
d. tenaga ahli yang melaksanakan pekerjaan
e. hak dan kewajiban para p:hak
“f. cara pembayaran
g. cidera janji -
h. penyelesian perselisihan
L pemutusan kontrak kerja
j. keadaan memaksa
k. kegagalan bangunan
" 1. perlindungan pekerju
m.aspek lingkungan
13



VIII. PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Untuk menyelenggarakan pekerjaan konstruksi harus
memenuhi :

a. ketentuan tentang keteknikan ,

bs ketenagakerjaan & tata pengelolaan lingkung-
an, serta

c. keharusan untuk memenuhi kewajiban yang-
dipersyaratkan dalam menjamin tertib penye-
lenggaraan pekerjaan konstruksi.

Tahapan tersebut meliputi tahap perencanaan dan

 tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang
masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan
penyiapun, pengerjaan dan pengakhiran.

Dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi akan
ditemui ketentuan mengenai :

1. Kegagalan bangunan

yakni mengatur tentang tanggung jawat baik
penyedia jasa maupun pengguna jasa dalam hal
terjadi kegagalan bangunan yang telah diserah-
terimakan yang disebabkan baik oleh karena
kelalaian maupun kesengajaan.

2. Peniiai Ahli

Kegagalan bangunan ditetapkan oleh penilai ahli
independent yang mungkin terjadinya kegagalan
bangunan tersebut disebabkan oleh penyedia jasa
(perencana/pelaksana/pengawas) atau oleh peng-
guna jasa dalam pemanfaatannya.

14



IX.

3. Masa Pertanggungan

Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung
jawab penyedia jasa ditentukan terhitung sejak
penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun sesudahnya, yang di-
sepakati oleh pengguna jasa dan penyedia jasa
yang tertuang dalam 3K. :

PERAN MASYARAKAT

Peran masyarakat umum maupun masyarakat jasa
konstruksi diatur sebagai berikut :

1. Hak dan kewaqjiban masyarakat umum dalain
. rangka tertib jasa konstruksi

Hak masyarakat

a. melakukan pengawasan untuk mewujudkan
tertib pelaksanaan jasa konstruksi

_ b. memperoleh penggantian yang layak atas ke-
rugian yang dialami secara langsung sebagai
akibat penyelenggaracn pekerjaan konstruksi

Kewajiban masyarakat

a. Menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan

yang berlaku di bidarng pelaksanaan jasa
konstrukst.

b. Turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruk-
si yang membahayakan kepentingan umum..

2. Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruk-
si (masyarakat yang mempunyai kepentingan darny

- atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha
pekerja konstruksi) dikembangkan melalui suatu
forum yang keanggotaannya meliputi unsur- unsur

15



swasta (Asosiasi Jasa Konstruksi, Asosiasi mitra
usaha jasa Konstruksi, lembaga konsumen, dan
organisasi kemasyarakatan yang terkait) serta
unsur pemerintah yang berfungsi

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masya-
rakat

b. membahas dan merumuskan pemikiran arah
pengem bangan jasa konstruksi nasional

c. mendorong tumbuh dan berkembangnya peran
- pengawasan masyarakat

d. memberi masukan kepada pemermtah dalam

merumuskan pengaturan, pemberdayaan dan
pengawasan.

. Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di-
lakukan oleh suatu Lembaga yang independen dan
mandiri, yang beranggotaan wakil wakil asosiasi
perusahaan, asosiasi profesi jasa konstruksi, pakar
dan perguruan tinggi serta pemerintah yang mem-
punyai tugas

a. melakukan penelitian dan perigembangan jasa
konstruksi

b. menyelenggarakan pendxdzkan dan pelatihan
jasa konstruksi

. memberikan sertifikat registrasi badan usaha

d. melakukan akreditasi sertifikat ketrampilan dan
keahlian kerja

e. menyelenggarakan/mexiingkatkan peran arbi-

trase mediasi dan penilai ahli di bidang jasa
konstruksi

(2



XII.

' PEMBINAAN '

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah diwuju
kan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, d
pengawasan, '

a. Pengaturan dilakukan dengan menerbitkan p
aturan perundang-undangan ‘dan stand«
standar teknis

b. Pemberdayaan dilakukan untuk menumbt
kembangkan kesadaran masyarakat atas h

1 kewaijan. dan perannya dalam pelaksana
jasa konstruksi

o ' c. Pengawasan dilakukan untuk menjamin terv

judnya ketertiban jasa konstruksi

Sebagian tugas pembinaan tersebut dapat dili
pahkan kepada pemerintah daerah.

.. PENYELESAIAN SENGKETA
. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh baik melc

pengadilan maupun 4i luar pengadilan berdasar}
pilihan secara sukarela para pihak yang tertuang
dalam 3X.

Gugatan dapat diagjukan oleh orang perseorang
kelompok maupun anggota perwakilan fclass acti
ke pengadilan dalam hal yang bersangkutan dirt
kan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

SANKSI

Pengguna dan penyedia jasa dapat dikenakan san
baik sanksi administrai maupun sanksi pidana ¢

‘pelanggaran Undang-Undang ini dan/atau peratu

pelaksanaannya, dan untuk tindal pidana y

17 .



XIII.

X1V,

dilakukan penyedia jasa ditetapkan sanksi penjara
paling lama 5 (lima) tahun sedangkan sanksi denda

sebagai alternatif ditetapkan sebesar 10 % dari nilai
kontrak . | |

KETENTUAN PERALIHAN

Penyedia jasa dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tang-
gal 7 Mei 1999 diberikan kesempatan untuk menye-
suaikan dengan ketentuan Undang Undang ini.

KETENTUAN PENUTUP

Undang Undang ini berlaku 1 tahun sejak diundang-
kan yaitu nanti pada tanggal 7 Mei 2000, untuk
memberi kesempatan bukan saja kepada penyedia

jasa tetapi juga kepada LPJK untuk mempersiap-
kannya.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONES|
| NOMOR 18 TAHUN 1999
TENTANG
JASA KONSTRUKSI






PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1999
TENTANG
JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa pembangunan nasional bertujuc

‘ untuk mewujudkan masyarakat adil dc

makmur yang meratc material- dc

spiritual berdasarkan Pancasila d«
Undang-Undang Dasar 194S;

b. bahwa jasa konstruksi merupakan sak
satu kegiatan dalam bidang ekonor
sosial, dan budaya yang mempuny
perar.an penting dalam pencapaian be
bagai sasaran guna menunjang terwuju
nya tujuan pembangunan nasional;

c. bahwa berbagai peraturan perundan
undangan yang berlaku belum berorie
tasi baik kepada kepentingan penge:
bangan jasa konstruksi sesuai deng
karakteristiknya, yang mengakibatk
kurang berkembangnya iklim usaha ya



mendukung peningkatan daya saing

secara optimal, maupun bagi kepentingan
masyarakat;

d bahwa berdasarkan pertimbangan ter-
" sebut pada huruf a, b, dan c diperlukan
Undang-undang tentang Jasa Konstruksi;

Mengingat: : Pasal 5§ ayat (1), Pvasal 20 ayat (1), dan Pascl
33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JASA
, KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
"Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi pe-
rencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelak-
sanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa
konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;

2. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau seba-
gian rangkaian kegiatan perencanaan darn/atau
pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup
pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan



tata lingkungan masing-masmg beserta kelengkapan
nya. untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentul
fisik lain;

Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badai
sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyel
yang memerlukan layanan jasa konstruksi;

Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badai
yang kegiatan usahanya menyedzakan layanan jas:
konstruksi;

Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokume
yang mengatur hubungan hukum antara penggun

jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraai
pekerjaan konstruxsi;

Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yan
setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepad
pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagza
' -atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai denga
ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerj
konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpan
sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/ata
pengguna josa, :

Forum jasa kenstruksi adalah sarana komunikasi da
konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi da
Pemerintah mengeaai hal-hal yang berkaitan denga
masalah jasa konstruksi -nasional yang bersifc
nasional, independen, dan mandiri;

Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentuka
kompetensi profesi keahlian dan keterampilan te:
tentu, orang perseorargan dan badan usaha untu
menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kual
fikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;



9. Perecanaan konstruksi adalah penyedia jasa orang
perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli
yang profesional di bidang perencanaan jasa
konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam
bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk
fisik lain;

10. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa -orang
perseorarigan atau badan usaha yang dinyatakan ahli
yang profesional di bidang pelaksanaan jasa kon-

struksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannyca
untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi
bentuk bangunan atau bentuk fisik lain;

11. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang
perseorangan atau padan usaha yang dinyatakan ahli
yang profesional di bidana pengawasan jasa kon-
struksi yang mampu melaksanakan pekerjaan peng-
awasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi
sampai selesai dan diserahterimakan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas

kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseim-
bangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan

dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa.
dan negara.

Pasal 3

Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk:



a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangar
jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usahc
yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasi
pekerjaan konstruksi yang berkualitas;

b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan kon-
struksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antarc
pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dar
kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ke-
tentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¢.. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidanc
- jasa konstruksi.

BAB III
USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Pertama

Jenis, Bentuk, dan Bidang Usaha
Pasal 4

(1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha peren:
canaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dar
usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing di
laksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksanc
konstruksi, dan pengawas konstruksi.

(2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanar
jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang
meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dar
kegiatan mulai dari studi pengembangan sampa

" dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

.(3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanar
Jasa.pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yarn



meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari
kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai de-
ngan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

(4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan

Jjasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan

pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiap-

an lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil
konstruksi.

Pasal 5

(1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang per-

Q)

3

4)

seorangan atau badan usaha.

Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perse-
orangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) se-
laku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan
pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang ber-
teknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil.

Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana
konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat

melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang
keahliannya.

Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau
berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar
hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang ber-

bentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing
yang dipersamakan. '



qual 6

Bidang usaha jasa konstruksi mencakup pekerjaan arsi
tektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/ata:
elektrikal dan /atau tata lingkungan, masing-masin
beserta kelengkapannya.

Pasal 7

Ketentuan tentang jenis usaha sebagaimana dimaksu
dalam- Pasal 4 ayat (1), bentuk uscha sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 5 dan bidang usaha sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut denga
Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Persyaratan Usahna, Keahlian, dan Keterampilan .
Pasal 8

Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengc
was konstruksi yang berbentuk badan usaha harus:

a. Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha
bidang jasa konstruksi;

b. memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi pe
usahaan jasa konstruksi.

Pasal 9

(1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orar
perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.



(2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus me-

miliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat
keahlian kerja.

(3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan
usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas
konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha

pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat
keahlian.

(4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan

yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki
sertifikat keterampilan dan keahlian kerja. '

Pasal 10

Ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan usaha.
Klasifikasi usaha. kualifikasi usaha, sertifikasi keteram-
pilan. dan sertifikasi keahlian kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Profesional
Pasal 11

(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil
pekerjaannya.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai kaidah ke-
ilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam



menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakai
kepentingan umum.

(3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapa
ditempuh melalui mekanisme pertanggungan sesua

dengan ketentuan peraturan perundang-undangai
_yang berlaku. ‘

Bagian Keempat
Pengembangan Usaha
Pasal 12
(1 Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujud
.kan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalt
kemitraan yang sinergis antara usaha yang besai

~menengah, dan kecil serta antara usaha yang bersifa
‘umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

(2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan kon
struksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifa
umum dan spesialis,

(3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah

a. usaha yang bersifat umum dan spesialis;
b. usaha orang perseorangan yang berketerampila

kerja.
Pasal 13

Untuk mengembangkan usaha jasa'konstruksi diperluka
dukungan dari mitra usaha melalui:
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a. Perluasan dan peningkatan akses terhadap sumber
pendanaan, serta kemudahan persyaratan dalam
pendanaan, . '

b. pengembangan jenis usaha pertanggungan untuk
mengatasi risiko yang timbul dan tanggung jawab
hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan
‘pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan
bangunan.

BAB IV
PENGIKATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Bagian Pertama
Para Pihak

Pasal 14

Para pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri atas:
a. pengguna jasa;
b. penyedia jasa.

Pasal 15

(1) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14

huruf a, dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan
kepentingannya dalam pekerjaan konstruksi.

- (2) Pengguna jasa harus memiliki kemampuan membayar

biaya pekerjaan koustruksi yang didukung dengan
dokumen pembuktian dari Lembaga Perbankan dan
atau Lembaga Keuangan bukan bank.

(3) Bukti kemampuan membayar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk lain



1

yang disepakati dengan mempertimbangkan lokasi
tingkat kompleksitas, besaran biaya dan atau fungs
bangunan yang dituangkan dalam perjanjian tertuli:
antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

(4) Jika pengguna jasa adalah Pemerintah, pembuktiar
kemampuan untuk membayar diwujudkan dalan
dokumen tentang ketersediaan anggaran.

(5) Pengguna jasa harus memenuhi kelengkapan yan

dipersyaratkan  untuk melaksanakan pekerjaai
konstruksi. '

Pasa! 16

(1) penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.
Huruf b terdiri dari:

a. perencana konstruksi;
b. pelcksana konstruksi;
c. pengawas konstruksi.

(2) Layanan jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa seba
gaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tiap

tiap penyedia jasa secara terpisah dalam pekerjaa
konstruksi.

(3) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan peng
awasan dapat dilakukan secara terintegrasi denga
memperhatikan besaran pekerjaan atau biayc
penggunaan teknologi canggih, serta risiko besar bac

para pihak ataupun kepentingan umum dalam sat
. pekerjaan konstruksi.



(1)

o)

(5)

6) .
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Bagian Kedua
Pengikatan Para Pihak
Pasal 17

Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi

~dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat

melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pele-
langan umum atau terbatas.

Pelelangan terbatas hanya boleh diikuti cleh penyedia
jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi.

Dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa
dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung
atau penunjukan langsung.

Pemilihan penyedia jasa harus mempertimbangkan
kesesuaian bidang, keseimbangan antara kemampuan
dan beban kerja, serta kinerja penyedia jasa.

Pemilihan penyedia jasa hanya boleh diikuti oleh
penyedia jasa yang memenuhi persyaratan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau
kelompok orang yang sama atau berada pada
kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti

pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara
bersamaan.

Pasal 18

Kewajibun pengguna jasa dalam pengikatan
mencakup:



a. menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyed.
jasa yang memuat ketentuan-ketentuan secai
lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami.

b. menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebc
gai hasil pelaksanaan pemilihan.

(2) Dalam pengikatan, penyedia jasa wajib menyusu
dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlia
untuk disampaikan kepada pengguna jasa.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da
ayat (2) bersifat mengikat bagi kedua pihak dan sala
satu pihak tidak dapat mengubah dokumen tersebt

secara sepihak sampai dengan penandatanganan kor
trak kerja konstruksi.

(4) Pengguna jasa dan penyedia jasa harus meninda}
lanjuti penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pad
cyot (1) huruf b dengan suatu kontrak kerja konstruk
untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban par
.pihak yang secara adil dan seimbang serta dilanda:

dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaa
konstruksi.

Pasal 19

Jika pengguna jasa mengubah atau membatalkan pene
tapan tertulis, atau penyedia jasa mengundurkan di:
setelah diterbitkannya penetapan tertulis sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan hal tersebu
terbukti menimbulkan kerugian bagi salah satu pihal
maka pihak yang mengubah atau membatalkan pene

tapan, atau mengundurkan diri wajib dikenakan gant
rugi atau bisa dituntut secara hukum.
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Pasal 20

Pengguna jasa dilarang memberikan pekerjaan kepada
penyedia jasa yang terafiliasi untuk mengerjakan satu
pekerjaan konstruksi pada lokasi dan dalam kurun waktu

yang sama tanpa melalui pelelangan umum ataupun
pelelangan terbatas.

Pasal 21

(1) Ketentuan mengenai pemilihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17, kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18, dan pembatalan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 19 berlaku juga dalam pengikatan
antara penyedia jasa dan sub penyedia jasa.

(2) Ketentuan wmengenai tatacara pemilihan penyedia jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penertitan
dokumen dan penetaran penyedia jasa sebagaimana
dimaksud daiam Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Kontrak Kerja Konstruksi
Pasal 22

(1) Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus
dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.

(2) Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus
mencakup uraian mengenai:

a. Para pihak, yang memuat secara jelas identitas para
pihak;



n
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Rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas
dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan
batasan waktu pelaksanaan:;

Masa pertanggungan dan atau pemeliharaan. yang
memuat tentang jangka waktu pertanggungan dan

atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab
penyedia jasa;

Tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang
Jjumlah, Klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk

~melaksanakan pekerjaan konstruksi:

Hak dan kewajiban, yang memuat hok pengguna
Jasa untuk memperolzh hasil pekerjaan konstruksi
serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan
yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk
memperoleh informasi dan imbalan jasa serta
kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi,

Cara Pembayararn, yang memuat ketentuan tentang
kewajiban pengguna jasa dalam melakukan
pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;

. Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang

tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak

melakscnakan kewajiban sebagaimana diperjanji-
kan;

Penyelesaian Perselisihan, yang memuat ketentuan
tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat

ketidaksepckatan;
. Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat

ketentuan tentang remutusan kontrak kerja kon-
struksi yan: *im>~... ~kibat tidak dapat dipenuhinya
kewajiban salan sa.. pihak; -



J- Keadaan memaksa (force majeure), yang memuat
ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar
kemauan dan kemampuan para pihak. yang me-
nimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;

k. Kegagalan Bangunan, yang memuat ketentuan
tentang kewgjiban penyedia jasa dan/atau
pengguna jasa atas kegagalan bangunan;

l. Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan
tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan

keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan
sosial;

m. Aspek Lingkungan, yang memuat kewajiban para
pihak dalam pemeanuhan ketentuan tentang
lingkungan.

(3) Kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanacin

Q)

(5)

(6)

harus memuat ketentuan tentang nak atas kekayaan
intelektual.

Kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakaian
para pihak tentang pemberian insentif.

Kontrak kerja konstruksi untuk kegiatan pelaksanaan
dalam pekerjaan konstruksi, dapat memuat ketentuan
tentang sub penyedia jasa serta pemasok bahan dan

atau komponen bangunan dan atau peralatan yang
harus memenuhi standar yang berlaku.

Kontrak kerja konstruksi dibuat dalam BRahasa
Indonesia dan dalam hal kontrak kerja konstruksi

dengan pihak asing, maka dapat dibuat dalam Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris. :



(7) Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebc

gaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dala:
kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa denga
subpenyedia jasa.

(8) Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagai

mana dimaksud pada ayat (2), hak atas kekayaa
intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3
pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada aya
(4). dan mengenai pemasok dan/ atau komponen ba
han bangunan dan/atau peralatan sebagaimana di

maksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut denga
Peraturan Pemerintah.

.- BAB V
i PENYELENGGARAAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI
Pasal 23

(1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi taha

(2

perencanaan dan tahap pelaksanacn beserta peng
awasannya yang masing-masing tahap dilaksanaka:

melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan peng
akhiran.

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenut
ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamata:

dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, sert,
tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujud

- nya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

()

Para pihak dalam melaksanakan ketentuan sebagai
mana dimaksud pada ayat (1) harus memenut
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kewajiban yang dipersyaratkan untuk menjamin ber-

langsungnya tertib penyelenggaraan pekerjaan kon-
struksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

(1) Penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan kon-
struksi dapat menggunakan subpenyedia jasa yang
mempunyai keahlian khusus sesuai dengan masing-
masing tahapan pekerjaan konstruksi.

(2) Subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

(3) Penyadia jasa sebagaimana' dimaksud pada ayat (1)
wajib memenuhi hak-hak subpenyedia jasa sebagai-

mana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi
antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.

(4) Subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai-
mana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi
antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.

~-——=" BAB VI
KEGAGAIAN BANGUNAN
Pasal 25

(1) Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung
jawab atas kegagalan bangunan.



(1) Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawa
penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1
ditentukan  terhitung sejak penyerahan akhi
pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepulut
tahun.

3) Kegagalan bangu'nan sebagaimana dimaksud pada aya
(2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli.

Pasal 26

(1) jika terjadi kegagalan btangunan yang disehabkan ka
rena kesalahan perencana atau pengawas konstruks
dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bac
pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruk:

wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profe:
dan dikenakan ganti rugi. ~

(2) Jika terjadi kegagalan bangunon yang disebabka
karena kesalchon pelaksana konstruksi dan he
tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi piha
lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggun

Jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenaka
ganti rugi.

Pasal 27

Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karen
kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan banguna
dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lair

maka pengguna jasa wajib bertanggungjawab dan dikenc
ganti rugi. )



Pasal 28

Ketentuan mengenai jangka waktu dan penilai ahli
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tanggung jawab
perencana  konstruksi, pelaksana konstruksi, dan
Pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 serta tanggung jawab pengguna jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PERAN MASYARAKAT
Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban
Pasal 29

Masyarakat berhak untuk:

a. Melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib
pelaksanaan jasa kenstruksi:

b. Mempercleh penggantian yang layak atas kerugian

yang dialami secara langsung sebagai akibat penye-
lenggaraan pekerjaan konstruksi. -

Pasal 30
Masyarakat berkewajiban:

a. menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang ber-
laku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi,

b. turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang
membahayakan kepentingan umum.
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| Bagian Kedua
Masyarakat Jasa Konstruksi
Pasal 31

(1) Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari
masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau
kegiatan yang berhubungan dengan 'usaha dan
pekerjaan jasa konstruksi..

(2) Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) "dilaksanakan
melalui suatu Forum Jasa Konstruksi. *

(3) Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi
.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melak-
sanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh
suatu lembaga yang independen dan mandiri.

Pasal 32

(1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)
terdiri atas unsur-unsur:

a. Asosiasi perusahaan jasa konstiﬁksi:
b. Asosiasi profesi jasa konstruksi;

C. Asosiasi perusahaan barang dan j'asa mitra
usaha jasa konstruksi;

d. masyarakat intelektual;

e. organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan
berkepentingan di bidang jasa konstruksi dan/atau
. yang mewakili konsumen jasa konstruksi;

f. instansi Pemerintah: dan



g.

unsur-unsur lain yang dianggap perlu.

(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk
berperan dalam upaya menumbuhkembangkan usaha
Jasa konstruksi nasional yang berfungsi untuk:

a.
b..

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

membahas dan merumuskan pemikiran arah
pengembangan jasa konstruksi nasional;

tumbuh dan berkembangnya peran pengawasan
masyarakat;

memberi masukan kepada Pemerintah dalam

merumuskan pengaturan, pemberdayaan, dan
pengawasan.

Pasal 33

(1) Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat<{3)
beranggotakan wakil-wakil dari:

a.
b.
c.

d.

asosiasi perusahaan jasa konstruksi;
asosiasi profesi jasa konstruksi:

pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan
bidang jasa konstruksi; dan '

instansi Pemerintah yang terkait.

(2) Tugas lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah :

a.

melakukan  atau  mendorong penelitian dan
pengembangan jasa konstruksi: :



b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa
konstruksi;

c.. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang
meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi ke-
terampilan dan keahnlian kerja;

d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;

e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase,
. mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

(3) Untuk mendukung kegiatannya lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat mengusahakan per-
olehan dana dari masyarakat jasa konstruksi yang
‘berkepentingan.

Pasal 34

Ketentuan mengenai forum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 dan lemboga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 diatur lebin lanjut dengan Peraturan
Pemerintah. -

BAB VIII -

PEMBINAAN

Pasal 35

(1) Pemerintah melakukan pembinaan jasa konstruksi

dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan,- dan
pengawasan.

‘(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1,
dilakukan dengan penerbitan peraturan perundang-
undangan dan standard-standard teknis.

T —— — Y -
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yémberd'ayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap usaha jasa konstruksi dan masya-
rakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan

hak, kewajiban, dan perannya dalam pelaksanaan jasa
konstruksi

(’(4) engawasan .sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan kon-
struksi untuk men,;amm terwujudnya kstertiban jasa.
konstruksi. sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(5} Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan masya-
rakat jasa kenstruksi.

(6) Sebagian tuguas pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pemerintah
Daerah vang diatur lebih lenjut dengan Peraturan

Pemerintah.
BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 36
(1) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh
melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasar-

kan pilihan secara sukarela para pihak - yaug
bersengketa. .

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimanc
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak
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pidana dalam penyeienggaraan pekerjaar: konstruksi
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang
Hukum Pidana. .

(3) Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar
pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat
ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak
berhasil oleh salah satu atau para pihak yang
bersengketa.

Bagian Kedua-
Penyelesaian.Sengketa Di luar Pengadilan
Pasal 37

(1) Penyelesaian sengketa - jasa konstruksi di luar
pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah
yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penye-
lenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal
terjadi kegagalan bangunan.

(2) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak
ketiga, yang disepakati olen para pihak.

(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2
Japat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakai
jasa konstruksi.

Bagian Ketiga
Gugatan Masyarakat

Pasal 38

(1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraar
pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan k
pengadilan secara: :



a. orané perseorangan; S
b. kelompok orang dengan pemberian kuasa;

c. kelompok orang tidak dengan kuasa melalui
gugatan perwakilan.

(2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai
akibat penyelenggaraan . pekerjaan konstruksi sede-
mikian rupa sehingga mempengaruhi peri kehidupan
pokok masyarakat, Pemerintah wajib berpihak pada
dan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 39

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)
adalah tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu
dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata
dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Tatacara pengajuan gugatan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diajukan oleh orang

perseorangan, kelompok orang, atau lembaga kemasyara-
katan dengan mengacu kepada Hukum Acara Perdata.
BAB X
SANKSI
Pasal 41

Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi

administratif dan/atau pidana atas pelanggaran Undang-
undang ini.
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Pasal 42

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

-Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa
berupa:

a.

b
c.
d
€

peringatan tertulis;

. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;

pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;

. pembekuan izin usaha dan/atau profesi;

encabutan izin usaha dan/atau profesi.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa

berupa:

anon

;o

peringatan tertulis;

. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;

pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;

larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan
konstruksi;

pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; -
pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

(3) Ketentuan mengenai tatalaksana dan penerapan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah. :

| g

Pasal 43

(1). Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan
konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan
dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi
atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama
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-5 aima).tahun penjara atau dikenakan denda palin-g

banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan
konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai
dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan
dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi
atau kegagalan bangunan ‘dikenakan pidana paling
lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda
paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak..

Barang sicpa yang melakukan  pengawasan
pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja
memberi kesempatan kepada orang lain yang
melaksanakan  pekerjaan  konstruksi melakukan
penyimpargan terhadap ketentuan keteknikan dan
menyebabkan  timbulnya  kegagalan  pekerjaan
konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana
paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan

denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari
nilai kontrak. '

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

(1) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur kegiatan jasa konstruksi yang telah ada
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang
ini, dinyatakan tetap berlaku sampai diadakan ger-

aturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-
undang ini.
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t2} Penyedia jasa yang telaih memperoleh perizinan sesuai
dengan bidang usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-
undang ini, terhitung sejak diundangkannya.

BAB XI1I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, maka keten
tuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ha)

yang sama dan bertentangan dengan ketentuan Undang-
undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Undang-undang ini mulai verlaku 1 (satu) tahun terhitunc
.sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkar
pengundangan Undang-undang ini, dengan penempat.
annya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : Jakarta-
pada tanggai: 7 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1999
TENTANG
JASA KONSTRUKSI

L.uMuM

1.

Dalam pembangunon nasional, jasa konstruk
mempunyai peranan penting dan strateg

- mengingat jasa konstritksi menghasilkan produ

akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainny
baik yang berupa prasarana maupun sarana yan
berfungsi mendukung pertumbuhan dan perken

‘bangan berbagai bidang, terutama bidang ekonom

sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakc
adil dan makmur yang merata materiil dan spirituc
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasc
1945. Selain berperan mendukung berbagai bidan
pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untu
mendukung tumbuh-dan berkembangnya berbagc
industri barang dan jasa yang diperlukan dala:
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

- Jasa konstruksi nasional diharapkan semaki

mampu . niengembangkan perannya dalam pemba
ngunan nasional melalui peningkatan keandala.
yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh da

mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruk:
yang berkuaiitas.
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Keandalan tersebut tercermin dalam daya saing dan
kemampuan menyelenggarakan pekerjaan kon-
struksi secara lebih efisien dan efektif, sedangkan
struktur usaha yang kokoh tercermin dengan
terwujudnya kemitraan yang sinergis antar
penyedia jasa, baik yang berskala besar, menengah,
dan kecil, maupun yang berkualifikasi umum,
spesialis, dan terampil, serta perlu diwujudkan pula
ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi untuk
menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna

jasa dengan penyedia jasa dalam hak dan
kewajiban.

. Dewasa ini, jasa konstruksi merupakan bidang

usaha yang banyak diminati oleh anggota masya-
rakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat
dari makin besarnya jumlah perusahaan yang
bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.

Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum
diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerja-
nya, yang tercermin pada kenyataan bahwa
mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan
efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal,
dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa -kon-
struksi belum sebagaimana yang diharapkan.

Hal ini disebabkan oleh karena persyaratan usaha

serta persyaratan keahlian dan keterampilan belum
diarahkan untuk mewujudkan keandalan ‘usaha
yang profesional.

Dengan tingkat kualifikasi dan kinerja tersebut,
pada umumnya pangsa pasar pexerjaan konsti-uksi



yang berteknologi tinggi belum sepenu'hnya dapc
dikuasai oleh usaha jasa konstruksi nasional.

Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerja
an konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepa
tuhan para pihak, yakni pengguna jasa da
penyedia jasa, dalam pemenuhan kewajibanny
serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terka:
dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehata:
dan lingkungan, agar dapat mewujudkan banguna
yang berkualitas dan mampu berfungsi sebaga
mana yang direncanakan.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfac
dan arti penting jasa konstruksi masih per]
ditumbuhkembangkan agar mampu mendukun
terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraa
‘pekerjaan konstruksi secara optimal.

Kondisi jasa konstruksi nasional dewasa ini sebc
gaimana tercermin dalam uraian tersebut di atc
disebabkan oleh dua faktor:

a. faktor internal, yakni:

1) pada umumnya jasa konstruksi nasion
masih mempunyai kelemahan dalam man
Jjemen, peaguasaan teknologi, dan permoda
an, serta keterbatasan tenaga ahli dc
tenaga terampil;

2) struktur usaka jasa konstruksi nasion
belum tertata secara utuh dan kokoh yar
tercermin dalam kenyataan belum terwuju
nya kemitraan yang sinergis antar penyed
jasa dalam berbagai Klasifikasi dan/atc
kualifikasi; '
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L 4

b. faktor eksternal, yakni:

1) kekurangsetaraan hubungan kerja -antara
pengguna jasa dan penyedia jasa;

2) belum mantapnya dukungan berbagai sektor
secara langsung maupun tidak langsung yang
mempengaruhi kinerja ‘dan keandalan jasa
konstruksi nasional, antara lain akses kepada
permodalan, pengembangan profesi keahlian
dan profesi keterampilan, ketersediaan ba-
han dan komponen bangunan yang standard;

3) belum tertatanya pembinaan jasa konstruksi

secara nasional, masik bersifat parsial dan
sektoral.

Dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang
dimilikinya, dalam dua dasa warsa terakhir, jasa
konstruksi nasional telah menjadi salah satu potensi
Pembangunan Nasional dalam mendukung per-
luasan lapangan usaha dan kesempatan kerja serta
peningkatan penerimaan negdra. Dengan demikian
potensi jasa konstruksi nasional ini perlu ditumbuh-
kembangkan agar lebih mampu berperan dalam
pembangunan nasional. = .

. Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat

akan perluasan cakupan, kualitas hasil maupun
tertib pembangunan, telah membawa konsekuensi
meningkatnya kompleksitas pekerjaan konstruksi,
tuntutan efisiensi, tertib penyelenggaraan, dan
kualitas hasil pekerjaan konstruksi. Selain itu, tata
ekonomi dunia telah mengamanatkan hubungan
kerja sama ekonomi internasional yang semakin
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(v}

terbuka dan memberikan peluang yang semakin luas
bagi jasa konstruksi nasional.

Kedua fenomena tersebut merupakan tantangan
bagi jasa konstruksi nasional untuk meningkatkan
- kinerjanya agar mampu bersaing secara profesional

dan mampu manghadapi dinamika perkembangan
pasar dalam dan luar negeri.

. Peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi

nasional memerlukan iklim usaha yang kondusif,
yakni :

a. terbentuknya kepranataan usaha, meliputi :

1)

2)

3)

4)

5)

persyaratan usaha yang mengatur Klasifikasi
dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi;

standar Klasifikasi dan kualifikasi keahlian
dan keterampilan yang mengatur bidang dan
tingkat kemampuan orang perseorangarn

~yang bekerja pada perusahaan jasa kon-

struksi ataupun yang melakukan usaha orang
perseorangan;

tanggung jawab profesional yakni penegasar.

atas tanggung jawab terhadap hasil pekerja-
annya;

terwujudnya perlindungan bagi pekerja kon-
struksi yang meliputi: kesehatan dan kese-
lamatan kerja, serta jaminan sosial;

terselenggaranya prosés pengikatati yanc
terbuka dan adil, yang dilandasi olet
persaingan yang sehat;
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6) pemenuhan kontrak kerja konstruksi yang
dilandasi prinsip kesetaraan kedudukan
antar pihak dalam hak dan kewajiban dalam
suasana hubungan kerja yang bersifat
terbuka, timbal balik, dan sinergis yang
memungkinkan para pihak untuk menduduk-
kan diri pada fungsi masing-masing secara
konsisten;

b. dukungan pengembangan usaha, meliputi:

1) tersedianya permodalan termasuk pertang-

gungan yang sesuai dengan karakteristik
usaha jasa konstruksi; ‘

2) terpenuhinya ketentuan tentang jaminan
mutu;

3) berfungsinya asosiasi perusahaan dan’
asosiasi profesi dalam memenuhi kepentingan

anggotanya termasuk memperjuangkan ke-
tentuan imbal jasa yang adil;

c. berkembangnya partisipasi &1asyarakat, yakni:

timbulnya kesadaran masyarakat akan men-
dorong terwujudnya tertib jasa konstruksi serta
mampu untuk mengaktualisasikan hck dan
kewajibannya;

d. terselenggaranya pengaturan, pemberdayaan,
dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerin-
tah dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi bagi
para pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi agar mampu memenuhi berbagai
ketentuan yang dipersyaratkan  ataupun
kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan;



e. perlunya Masyarakat Jasa Konstruksi dengar
unsur asosiasi perusahaan dan asosiasi profes

membentuk lembaga untuk pengembangan jasc
konstruksi.

Untuk meningkatkan pemberdayaan potensi nasi-
onal secara optimal dalam penyelenggaraan pe:
kerjaan konstruksi, pengguna jasa dan penyedic
jasa perlu mengutamakan penggunaan jasa dar
barang produksi nasional/dalam negeri sebagai

mana diamanatkan oleh Undang-undang mengena
usaha kecil.

Untuk mengembangkan jasa konstruksi sebagai
mana telah diuraikan di atas memerlukan peng:
aturan jasa konstruksi yang terencana, terarah
terpadu, dan menyeluruh dalam bentuk Undang:
undang sebagai landasan hukum.

Undcng-undang.tentang Jasa Konstruksi mengatu
tentang ketentuan umum, usaha jasa konstruksi
pengikatan pekerjaan konstruksi, peayelenggaraar
pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, perar
masyarakat, pembinaan, penyelesaian sengketa
sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentua:
penutup.

Pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kejujura:
dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan
kemandirian, keterbukaan, kemitraan, serta ke
amanan dan keselamatan demi kepentingan masya
- rakat, bangsa, dan negara.

Dengar. Undang-undang tentang Jasa Konstruks

ini, maka semua penyelenggaraan jasa konstruks
yang dilakukan di Indonesia oleh pengguna jasa dai
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penyedia jasa. baik nasional maupun asing, wajib
mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam
Undang-undang tentang Jasa Konstruksi.

Undang-undang tentang jasa konstruksi ini menjadi
landasan untuk menyesuaikan ketentuan vyang.
tercantum dalam peraturan perundang-undangan
lainnya yang terkait yang tidak sesuai. Undang-
undang ini mempunyai hubungan komplementaritas

dengan peraturan perundang-undangan lainnya,
antara lain:

a.

b.

Undang-undang yang mengatur tentang kese-
lamatan kerja;

Undang-undang yang mengatur tentang wajib
daftar perusahaan;

Undang-undang yang mengatur tentang perin-

dustrian;

Undang-undang yang mengatur tentang kete-
nagalistrikan;

. Undang-undang yang mengatur tentang ka-

mar dagang dan industri;

Undang-undang yang mengatur tentang kese-
hatan kerja; |

g. Undang-undang yang mengatur tentang usaha

perasuransian;
Undang-undang yang mengatur tentang jamin-
an sosial tenaga kerja; .

Undang-undang yang mengatur tentang per-
seroa terbatas; )

Undang-undang yang mengatur tentang usaha
kecil;

Undang-undang yang mengatur tentang hak
cipta;



Undang-undang yang mengatur tentang paten;
. Undang-undang yang mengatur tentang merek;
. Undang-undang yang mengatur tentang penge
lolaan lingkungan hidup;
0. Undang-undang yang mengatur tentang ket
nagakerjaan;
p. Undang-undang yang mengatur tentang pe:
bankan;

q. Undang-undang yang mengatur tentang pe:
lindungan konsumen;

r. Undang-undang yang mengatur tentan
larangan praktek monopeli dan persainga

- usaha tidak sehat;

s. Undang-undang yang mengatur tentan

arbitrase dar alternatif pilihan penyelesaia
sengketa;
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t. Undang-undang yang mengatur tentang- penc
taan ruang.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1

Dalam jasa konstruksi terdapat 2 (du
pihak yang mengadakan hubungan kerj
berdasarkan hukum yakni pengguna jas
dan penyedia jasa.

Angka 2

Pekerjaan arsitektural mencakup antar
lain: pengolahan bentuk dan masa bangur
an berdasarkan fungsi serta persyarata



yang diperlukan setiap pekerjaan kon-
struksi.

Pekerjaan sipil mencakup antara lain:

pembangunan pelabuhan, bandar udara,
Jalan kereta api, pengamanan pantai,
saluran irigasi/kanal, bendungan, tero-
wongan, gedung, jalan dan jembatan,
reklamasi rawa, pekerjaan pemasangan
perpipaan, pekerjaan pemboran, dan pem-
bukaan lahan.

Pekerjaan mekanikal dan elektrikal merupa-

kan pekerjaan pemasangan produk-produk
rekayasa industri.

Pekerjaan mekanikal mencakup antara lain:
pemasangan turbin, pendirian dan pema-
sangan instalasi pabrik, kelengkapan
instalasi bangunan, pekerjaan pemasangan
perpipaan air, minyak, dan gas.

Pekerjaan elektrikal mencakup antara lain:
pembangunan jaringan transmisi dan dis-
tribusi kelistrikan, pemasangan instalasi
kelistrikan, telekomunikasi beserta keleng-
kapannya.

Pekerjaan tata lingkungan mencakup

antara lain: pekerjaan pengolahan dan
penataan  akhir bangunan  maupun
lingkungannya. '

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerja-
an konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukan baik yang ada di atas, pada, di
bawah tanah dan/atau air.
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Dalam pengertian menyatu dengan tempat
kedudukan terkandung makna bahwa pro-
ses penyatuannya dilakukan melalui penye-
lenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pengertian menyatu dengan tempat kedu-
dukan tersebut dalam pelaksanaannya perlu
memperhatikan adanya asas pemisahan
horisontal dalam pemilikan hak atas tanah
terhadap bangunan yang ada di atasnya,
sebagaimana asas hukum yang dianut
dalarm Undang-undang mengenai agraria.

Hasil pekerjaan konstruksi ini dapat juga
dalam bentuk fisik lain, antara lain: do-
kumen, gambar rencana, gambar teknis,
tata ruang dalam (interion), dan tata ruang

luar (exterior), atau penghancuran bangun-
an (demolition).

Angka 3

Pengertian orang perseorangan adalah
warga negara, baik Indonesia maupun
asing. Pengertian badan adalah badan
usaha dan bukan badan usaha, baik
Indonesia maupun asing.

Badan wusaha dapat berbentuk badan
hukum, antara lain, Perseroan Terbatas

(PT), Koperasij ukan badan hukum,
antara lair CV, Firma.

Badan yang bukan badan usaha berbentuk
badan hukum, antara lain instansi dan
lembaga-lembaga Pemerintah.
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Pemilik pekerjaan/proyek adalah orang
perseorangan atau badan yang memiliki
pekerjaan/proyek yang menyediakan dana
dan bertanggung jawab di bidang dana.

Angka 4

Pengertian orang perseorangan dan badan

usaha, penjelasannya sama dengan penje-
lasan pada angka 3.

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi
penyedia jasa dapat berfungsi sebagai sub-
penyedia jasa dari penyedia jasa lainnya
yang berfungsi sebagai penyedia jasa
utama.

Angka 5
Cukup jelas.

© Angka 6

Kesalahan penyedia jasa adalah perbuatan

. yang dilakukan secara sadar dan direnca-
nakan atau akibat ketidaktahuan atau
kealpaan yang menyimpang dari kontrak
kerja konstruksi sehingga menimbulkan
kerugian.

Kesalahan pengguna jasa yang disebabkan

karepa pengelolaan bangunan yang tidak
sesuai dengan fungsinya.

Angka 7
Cukup jelas.



Angka 8

Cukup jelas.
Angka 9

Cukup jelas.
Angka 10

Cukup jelas.
Angka 11

Cukup jelas.
Pasal 2

Asas Kejujuran dan Keadilan

Mengandung pengertian kesadaran akan fungsi-
nya dalam penyelenggaraan tertib jasa kon-
sttuksi serta bertanggung jawab memanuhi
berbagai kewajiban guna memperoleh hakaya.

Asas Manfaat

Asas manfaat mengandung pengertian bahwa
segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksana-
kan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesi-
onalitas dalam kemampuan dan tanggung
jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat
menjamin terwujudnya nilai tambah yang
optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan
Jjasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Asas Keserasian
‘Asas keserasian mengandung pengertian harmo-

ni dalam interaksi antara pengguna jasa dan
penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan



konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk

menghasilkan produk yang berkualitas dan
bermanfaat tinggi.

Asas Keseimbangan

Asas Keseimbangan mengandung pengertian
bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi
harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin
terwujudnya keseimbangan antara kemampuan
penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna
Jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib
mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya
penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain
dapat memberikan peluang pemerataan yang

proporsional dalam kesempatan kerja pada
penyedia jasa.

Asas Kemandirian

Asas Kemandirian mengandung pengertian
tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa
konstruksi nasional.

Ascs Keterbukaan

Asas Keterbukaan mengandung pengertian
ketersediaan informasi yang dapat diakses
sehingga memberikan peluang bagi para pihak.
terwujudnya transparansi dalam penyeleng-
garaan pekerjaan konstruksi yang memungkin-
kan para pihak dapat melaksanakan kewajiban
secara optimal dan kepastian akan hak dan
untuk memperolehnya serta memungkinkan
adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya
berbagai kekurangan dan penyimpangan.
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Asas Kemitraan

Asas Kemitraan -mengandung pengertian hu-
bungan kerja para pihak yang harmonis,
terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas Keamanan dan Keselamatan .mengandung
pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraar
jasa konstruksi, keamanan lingkungan dar
keselamatan kerja, serta memanfaatan hasi

- pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhati-
kan kepentingan umum.

pasal 3
Huruf a.

Jasa konstruksi mempunyai peranan pen-

. ting dan strategis dalam sistem pembangun
an nasional, untuk mendukung berbaga
bidang kehidupan masyarakat dan menum-
buhkembangkan berbagai industri barane
dan jasa yang diperlukan dalam penyeleng
garaan pekerjaan konstruksi.

Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.

Peran masyarakat meliputi baik peran yany
bersifat langsung sebagai penyedia jasa
pengguna jasa, dan pemanfaat hasil peker
jaan korstruksi, maupun peran sebago
warganegara yang berkewajiban turut me
laksanakan pengawasan untuk menegakka:
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 ketertiban penyelenggaraan pembangunan
jasa konstruksi dan melindungi kepentingan
umum.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Pekerjaan perencana konstruksi dapat
dilakukan dalam satu paket kegiatan mulai
dari studi pengembangan sampai dengan

penyusunan dokumen kontrak kerja kon-
struksi atau perbagian dari kegicatan.

Studi pengembdngan mencakup studi
insepsion, studi fisibilitas, penyusunan
kerangka usulan.

Ayat (3)
Pekerjaan pelaksanaan konstruksi dapat
diadakan dalam satu paket kegiatan rmulai -
dari penyiapan lapangan sampai dengan

hasil akhir pekerjaan atau per bagian
kegiatan.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)

Pembatasan pekerjaan yang boleh dilaku-
kan oleh orang perseorangan dimaksudkarn
untuk memberikan perlindungan terhadar
para pihak maupun masyarakat atas risikc
.pekerjaan konstruksi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

| Cukup jelas.

Pasalé
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

a. Fungsi perijinan yang mempunyai fungs
publik, dimaksudkan untuk melindungi ma-:

syarakat dalam usaha dan/atau pekerjaar
Jjasa konstruksi.

b. Standar klasifikasi dan kualifikasi keahliar
kerja adalah pengakuan  tingkat keahliar
kerja setiap badan usaha baik nasiona
maupun asing yang bekerja di bidang usahc
jasa konstruksi. Pengakuan tersebut diperolel
melalui ujian yang dilakukan oleh badan
lembaga yang ditugasi untuk melakscnakar
tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapat-



Pasal 9
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kan pengakuan tersebut dilakukan melalui
kegiatan registrasi, yang meliputi: klasifi-
kasi, kualifikasi, dan sertifikasi. Dengan
demikian hanya badan usaha yang memiliki
sertifikat tersebut yang diizinkan untuk
bekerja di bidang uscha jasa konstruksi.

Penyelenggaraan jasa konstruksi berskala
kecil pada dasarnya melibatkan pengguna

jasa dan penyedia jasa orang perseorangan
atau usaha kecil. :

Untuk tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
ketentuan yang ~menyangkut keteknikan
misalnya sertifikasi tenaga ahli harus tetap

dipenuhi secara bertahap tergantung kondisi
setempat.

Namun penerapan ketentuan perikatan dapat
disederhanakan dan pemilihan penyedia jasa
dapat dilakukan dengan cara pemilihan
langsung atau penunjukkan langsung sesuai
ketentuan Pasal 17 ayat (3).

(ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4)

a. Standard Klasifikasi dan kualifikasi kete-
rampilan kerja dan keahlian kerja adalah
pengakuan tingkat ketrampilan kerja dan
keahlian kerja setiap orang yang bekerja
di bidang usaha jasa konstruksi ataupun
yang bekerja orang perseorangan.

Pengakuan tersebut diperoleh melalui
ujian yang dilakukan oleh badan/lembaga



Pasal 10

yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-
tugas tersebut. Proses untuk mendapatkar
pengakuan tersebut dilakukan melalu
kegiatan registrasi yang meliputi: klasifi
kasi, kualifikasi dan sertifikasi. Dengar
demikian hanya orang perseorangan yan
memiliki sertifikat tersebut yang diizin
kan untuk bekerja di bidang usaha jas
konstruksi.

. Standardisasi klasifikasi dan kualifikas

keterampilan dan keahlian kerju bertuju
an untuk terwujudnya standar produkti
vitas kerja dan mutu hasil kerja denga
memperhatikan standar imbal jasa, sert
kode etik profesi untuk mendoron
tumbuh dan berkembangnya tanggun
jawab profesional.

Pelaksanaan ketentuan sertifikasi khusu:
nya ayat (4) dilaksanakan secara bertaha
sesuai dengan kondisi tenaga kerja kor
struksi nasional dan tingkat kemampua
upaya pemberdayaannya.

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
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Ayat (3)

Pasal 12

Mekanisme pertanggungan dimaksud dapat
dilakukan melalui antara lain sistim
asuransi. Di samping itu untuk memenuhi
pertanggungjawaban kepada pengguna
jasa, dikenakan sanksi administrasi yang

menyangkut profesi.

Ayat (1)

Dengarn: pendekatan ini diharapkan ter-
wujud restrukturisasi bidang usaha jasa
konstruksi yang menunjang efisiensi usaha,
karena kemampuan penyedia jasa baik
dalam skala usaha maupun kualifikasi
usaha akan saling mengisi dalam kemitraan
yang sinergls dan komplementer, karena
saling memerlukan, yang dalam hubungan

transaksionalnya dilandasi oleh kesetaraan
dalam hak dan kewajiban.

Ayat (2)

Dalam pengembangan usaha tersebut, di-
mungkinkan tumbuhnya jasa antara lain
dalam bentuk manajemen proyek, mana-
jemen konstruksi, serta bentuk jasa lain

sesuai dengan tuntutan dan pertumbuhan
dunia jasa konstruksi.

Ayat (3)

Sama dengan penjelasan ayat (2).



Pasal 13

Pendanaan berupa modal untuk investasi da:
modal kerja dapat diperoleh melalui lembag
keuangan yang terdiri dari bank atau buka:
bank sebagai mitra usaha.

Untuk mengatasi risiko yang timbul da
tanggung jawab hukum kepada pihak lain dapa
ditempuh melalui pertanggungan dengan mitr
usaha antara lain: Jaminan penawaran, jamina
pelaksanaan, jaminan uang muka, jamina
sosial tenaga kerja, Construction All Ris
Insurance, Professional Liability Insuranc
Protessional Indemnizyv Insurance.

Di samping itu jasa konstruksi juga memerluka
dukungan sumber informasi mengenai keter

sediaan peralatan, bahan dan kompone
bangunan.

Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wakil” adala
orang perseorangan atau badan yang dibe
kuasa secara hukum untuk bertindak mx
wakili kepentingan pengguna jasa secar
penuh atau terbatas dalam hubunganny
dengan penyedia jasa.

Penunjukan wakil tersebut tidak melepa:
kan tanggung jawab pengguna jasa atc
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semua kewajiban dalam pekerjaan kon-

struksi yang harus dipenuhi kepada
penyedia jasa. :

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) _
Yang dimaksud dengan “bukti kemampuan
membayar dalam bentuk lain” antara lain

jaminan dalam bentuk barang bergerak
dan/atau. tidak bergerak.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “kelengkapan yang
dipersyaratkan” adalah berbagai surat ke-
terangan dan izin yang harus dimiliizi oleh

pengguna jasa yang diperlukan untuk me-
laksanakan pekerjaan konstruksi.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Penggaburgan ketiga fungsi tersebut
dikenal antara lain dulam model pengga-

bungan perencana, pengadaan, dan



Pasal 17

‘pembangunar/ /engz'neen‘ng, procurement,

and construction) serta model peng-
gabungan perencanaan dan pembangun-
an (design "and build) dengan tetap
menjamin terwujudnya efisiensi.

Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan
pada umumnya bersifat kompleks,” memer-
lukan teknologi canggih serta berisiko besar
seperti: pembangunan kilang minyak, pem-
bangkit tenaga listrik, dan reaktor nuklir.

Dalam pemilihan penyedia jasa untuk pe-
kerjaan tersebut di atas, tetap diwajibkan

mengikuti ketentuan pengikatan sebagai-
mana diatur dalam Pasa! 17.

Ayat (1)

Pengikatan merupakan suatu proses yang
ditempuh oleh pengguna jasa dan penyedia
Jasa pada kedudukan yang sejajar dalam
mencapai suatu kesepakatan untuk melak-
sanakan pekerjaan konstruksi. Dalam setiap
tahapan proses ditetapkan hak dan kewa-
Jiban masing-masing pihak yang adil dan
serasi yang disertai dengan sanksi.

Prinsip persaingan yang sehat mengandung
pengertian, antara lain:

a. diakuinya kedudukan yang sejajar

antara pengguna jasa dan penyedia
jasa;
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b. terpenuhinya ketentuan asas keterbuka-

an dalam proses pemilihan dan penetap-
an; ' ‘

c. adanya peluang keikutsertaan dalam
setiap tahapan persaingan yang sehat
bagi penyedia jasa sesuai dengan ke-
mampuan dan ketentuan yang diper-
syaratkan;

- d. keseluruhan pengertian tentang prinsip

persaingan yang sehat tersebut dalam
huruf a, b, dan c¢ dituangkan dalam
dokumen 'yang jelas, lengkap, dan di-
ketahui dengan baik oleh semua pihak
serta bersifat mengikat.

Dengun Pemilihan atas dasar prinsip per-
saingan yang sehat, pengguna jasa
mendapatkan penyedia jasa yang andal dan
mempunyai kemampuan untuk menghasil-
kan rencana konstruksi ataupun bangunan
yang berkualitas sesuai dengan jangka
waktu dan biaya yang ditetapkan. Di sisi
lain merupakan upaya untuk menciptakan
iklim usaha yang mendukung tumbuh dan
berkembangnya penyedia jasa yang semakin
berkualitas dan mampu bersaing.

Pemilihan yang didasarkan atas persaingan
yang sehat dilakukan secara umum, ter-
batas, ataupun langsung. Dalam pelelangan
umum setiap penyedia jasa yang memenuhi

kualifikasi yang diminta dapat mengikuti-
nya.



Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Keadaan tertentu antara lain meliputi :

1. penanganan darurat untuk keamanan
dan keselamatan masyarakat;

2. pekerjaan yang kompleks yang ‘hanya
dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa
yang sangat terbatas atau hanya dapat
dilakukan oleh pemegang hak;

3. pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang

menyangkut keamanan dan keselamatan
negara;

4. Pekerjaan yang verskala kecil.
Ayat (4)

Pertimbangan antar kesesuaian bidang ser-
ta keseimbangan antara kemampuan dan
beban kerja serta kinerja penyedia jasa
dimaksudkan agar penyedia jasa yang ter-
pilih betul-betul memiliki kualifikasi dan
klasifikasi sebagaimana yang diminta serta

memiliki kemampuan nyata untuk melak-
sanakan pekerjaan. ’

Ayat (5)
| Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.



Pasal 18
Ayat (1)
Hurufa

Cukup jelas.
Hurufb

_ Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip keahlian
dalam menyusun dokumen penawaran”
adalah dengan mengindahkan prinsip pro-
fesionalisme, kesesuaian, dan pemenuhan
ketentuan sebagaimana tersebut dalam do-
kumen pemilihan dan dokumen tersebut
dapat dipertanggungiawabkan.

Ayat (3) ‘

Yang dimaksud dengan “mengikat”, adalah
bahwa materi yang tercantum dalam doku-
men penawaran yang disampaikan penyedia
Jasa, atau dokumen pemilihan yung diter-
vitkan oleh pengguna jasa tidak diperke-
nankan diubah secara sepihak sejak
penyampaian dokumen penawaran sampai
dengan penetapan secara tertulis.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
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Pasal 20

Yang dimaksud dengan “perusahaan terafiliasi”
adalah perusahaan yang saham mayoritasnya
dimiliki oleh satu perusahaan induk. Pemberian
pekerjaan kspada penyedia jasa yang terafiliasi
dengan pengguna jasa tersebut dapat dibenar-
kan apabila pemilihannya didasarkan pada
proses pelelangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17.
Pasal 21

Ayat (1)

Pada dasarnya subpenyedia jasa adalah
penyedia jasa. Oleh karena itu sebagaimana
perlakuan terhadap penyedia jasa yang
berfungsi sebagai penyedia jasa utama,
subpenyedia jasa mempunyai kewajivan
yang sama dalam keikutsertoan untuk me-
laksanakan pekerjaan konstruksi melclui
per-aingan yang sehat sesuai dengan ke-

mampuan dan keteniuan yang dipersyarat-
kan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.



58

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas para
pihak™ adalah nama, alamat, kewarga-

negaraan, wewenang penandatanganan,
dan domisili.

Huruf b
Lingkup kerja meliputi hal-hal berikut :

1) Volume pekerjaan, yakni besaran peker-
jaan yang harus dilaksanakan termasuk
volume pekerjaan tambah atau kurang.

Dalam mengadakan perubahan volume
pekerjaan, . perlu ditetapkan besaran
perubahan volume yang tidak memer-

lukan persetujuan para plhak terlebih
dahulu.

Bagi pekerjaan perencanaan dan penga-
wasan, lingkup pekerjaan dapat berupa
laporan hasil pekerjaan konstruksi yang
wajib dipertanggungjawabkan yang me-
rupakan hasil kemajuan pekerjaan yang

dituangkan dalam bentuk dokumen ter-
tulis.

2) Persyaratan administrasi, yakni prosedur

yang harus dipenuhi oleh para pihak
dalam mengadakan interaksi.

3) Persyaratan teknik, yakni ketentuan

keteknikan yang wajib dipenuhi oleh
penyedia jasa.
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4) Pertanggungan atau jaminan yang
merupakan bentuk perlindungan antara
lain untuk pelaxsanaan pekerjaan,
penerimaan uang muka, kecelakaan bagi
tenaga kerja dan masyarakat. Perlin-
dungan tersebut dapat berupa antara
lain asuransi atau jaminan yang di-
terbitkan oleh bank atau lembaga bukan
bank. '

5) Laporan hasil pekerjaan konstruksi,
yakni hasil kemajuan pekerjoan yang
dituangkan dalam bentuk dokumen
tertulis.

Nilai pekerjaan, yakni jumlah besaran biaya
yang akan diterima oleh penyedia jasa
untuk pelaksanaan keseluruhan lingkug
pekerjaan.

Batasan waktu pelaksanaan adalah jangkc
waktu untuk menyelesaikan keseluruhar

lingkup pekerjaan termasuk masa pe-
meliharaan.

Hurufcdand
Cukup jeias.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “informasi” adalal
dokumen yang lengkap dan benar yanc
harus disediakan pengguna jasa bag
penyedia jasa agar dapat melakuka:

pekerjaan sesuai dengan tugas dan ke
wajibannya.



Dokumen tersebut, antara lain, meliputi izin
mendirikan bangunan dan dokumen

penyerahan penggunaan lapangan untuk
bangunan beserta fasilitasnya.

Huruf f

Pembayaran dapat dilaksanakan secara ber-
kala, atau atas dasar persentase tingkat
kemajuan pelaksanaan pekerjaan, atau cara

pembayaran yang dilakukan sekaligus se-
telah provek selesai.

Huruf g

Cidera janji adalah suatu keadaan apabiia

salah satu pihak dalam kontrak kerja
konstruksi :

1) tidak melakulan apu yang diperjanjikan;
dan/atau

2) melaksanakan apa yang diperjanjikan,
tetapi tidak sesuai dengan yang
diperjanjikan; dan/atau

3) melakukan apa yang diperjanjikan,
tetapi terlambat; dan/atau

4) melakukan sesuatu yang menurut
perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Yang dimaksud dengan tanggung jawab,
antara lain, berupa pemberian kompensasi,
penggantian biaya dan atau perpanjangan
waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang
hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan
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apa yang diperjanjikan, atau pemberian
ganti rugi.

Huruf h

Penyelesaian perselisihan memuat keten-
tuan tentang tatacara penyelesaian perseli-
sihan yang diakibatkan antara lain oleh
ketidaksepakatan dalam hal pengertian,
penafsiran, atau pelaksanaan berbagai ke-
tentuan dalam kontrak kerja konstruksi
serta ketentuan tentang tempat dan cara
penyelesaian. .

Penyelesaian perselisihan ditempuh melalui
antara lain musyawarah, mediasi, arbitrase
ataupun pengadilan.

Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Keadaan memaksa mencakup :

1) Keadaan memaksa yang bersifat mutlak
(absolut) yakni bahwa para pihak tidak

murgkin melaksanakan hak dan kewa-
Jjibannya;

2) Keadaan memaksa yang bersifat tidak
mutlak (relatif), yakni bahwa para pihak
masih dimungkinkan untuk melaksana-
kan hak dan kewajivanaya;

Risiko yang diakibatkan oleh keadaan
memaksa dapat diperjanjikan oleh para
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pihak, antara lain, melalui lembaga
pertarniggungan (asuransi). ‘

Huruf 1.

Perlmdungan pekerja sesuai dengan keten-
tuan undang-undang mengenai keselamat-
an kerja serta undang-undang mengencu
jaminan sosial tenaga kerja.

"Huruf m -

Aspek lingkungan mengikuti ketentuan
undang-undang mengenai pengelolaan
lingkungan hidup.

Ayat (3)

Kekavaan Intelektual adalah hasil inovasi
perencana konstruksi dalem suatu pelak-
sanaan kontrak kerja konstruksi baik
bentuk hasil akhir perencanaar dan/atau

bagian-bagiannya yang kepemilikannya
dapat diperjanjikan.

Penggunaan hak atas kekayaan intelektual
yang sudah dipatenkan harus dilindungi

sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Yang dimaksd dengan “insentif” adalah
penghargaan yang diberikan kepada
penyedia jasa atas prestasinya, antara lain
kemampuan menyelesaikan pekerjaan lebih
awal dari pada yang diperjanjikan dengan



tetap menjaga mutu sesuai yang diper
syaratkan. ‘ '

Insentif dapat berupa uang ataupun bentu
lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas. '

Ayat (8)

Pasal 23

Cukup jelas.

Ayat (1)

Tahapan dclam penyelenggaraan pekerjaai
konstruksi yakni perencanaan yang me
liputi: pra studi kelayakan, studi kelayakar
perencanaan umum, dan perencanaan tek
nik; serta pelaksanaan beserta pengawas
annya yang meliputi: pelaksanaan fisik
pengawasan, uji coba, dan penyeraha;
bangunan.

Kegiatan dalam setiap tahap penyelengga

raan pekerjaan konstruksi meliputi:

a. penyiapan, yaitu kegiatan awal penye
lenggaraan pekerjaan konstruksi untu
memenuhi berbagai persyaratan yan



diperlukan dalam memulai pekerjaan
perencanaan atau pelaksanaan fisik dan
pengawasan;

b. pengerjaan, yaitu :

1) Dalam tahap perencanaan, merupa-
kan serangkaian kegiatan yang
menghasilkan  berbagai laporan
tentang tingkat kelayakan, rencana
umum/induk, dan rencana teknis;

2) Dalam tahap pelaksanaan, merupa-
kan serangkaian kegiatan pelaksana-
an fisik beserta pengawasannya yang
menghasilkan bangunan;

¢. pengakhiran, yaitu kegiatan untuk me-

nyelesaikan penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi.

1) dalam tahap perencanaan, dengan
disetujuinva laporan akhir dan di-
laksanakannya pembayaran akhir;

2) dalain tahap paloksanaan dan
pengawasan, dengan dilakukannya
penyerahan akhir bangunan dan
dilaksanakannya pembayaran akhir.

Ayat (2)

Ketentuan tentang keteknikan meliputi:
standar konstruksi bangunan, standar mutu
hasil pekerjaan, standar mutu bahan dan

atau komponen bangunan., dan standar
mutu peralatan.
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Ketentuan tentang ketenagakerjaan me:
“liputi: persyaratan standar keahlian dar
keterampilan yang meliputi bidang dar
tingkat keahlian serta keterampilan yang

diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaar
konstruksi.

Ayat (3)

Kewajiban para pihak - dalan
enyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

a. Dalam kegiatan penyiapan
1. pengguna jasa, antara lain:

a) Menyerahkan dokumen lapangar
untuk pelaksanaan kenstruksi
dan fasilitas sebagaimana ditentu
kan dalam kontrak kerja kon
struksi; '

b) Membayar uang muka atz
penyerahan jaminan uang muk
dari penyedia jasa apabila diper
janjikan. |

2. penyedia jasa, antara lain:

a) menyampaikan usul rencana kerj
dan penanggung jawab pekerjaai
untuk mendapatkan persetujuai
pengguna jasa;

b) memberikan jaminan uang muk:

kepada pengguna jasa apabil
diperjunjikan;



c) mengusulkan calon subpenyedia
jasa dan pemasok untuk menda-
' patkan persetujuan pengguna jasa
apabila diperjanjikan.
b. Dalam kegiatan. pengerjaan :
1. pengguna jasa, antara lain:

memenuhi tanggungjawabnya. sesuai
dengan kontrak kerja dan menang-
gung semua risiko atas ketidak-
penaran permintcan, ketetapan yang
dimintanya/ditetapkannya yang ter-
tuang dalam kontrak kerja.

2. penyedia jasa, antara lain:

mempelajari, meneliti kontrak kerja,
dan melaksanakan sepenuhnya semua
materi konrtrak kerja baik teknik dan
administrasi, dan menanggung segala
risiko akibat/ kelaleiannyaq.

c. Dalam kegiatan pengakhiran :
1. pengguna jasa, antara lain:

memenuhi tanggungjawabnya sesuai
kontrak kerja kepada penyedia jasa
yang telah berhasil mengakhiri dan
melaksanakan serah terima akhir
secara teknis dan administratif

kepada pengguna jasa sesuai kontrak
kerja.

2. penyedia jasa, antara lain:
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meneliti secara seksama keseluruhan
pekerjaan yang dilaksanakannya
serta menyelesaikannya dengan baik
sebelum mengajukan serah terima
akhir kepada pengguna jasa.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)

Pengikutsertaan subpenyedia jasa dibatasi

dengan adanya tuntutan pekerjaan yang
memerlukan keahlian khusus dan ditempuh

melalui mekanisme sub kontrak, dengan

‘tidak mengurangi tanggung jawab
penyedia jasa terhadap seluruh hasil
pekerjaannya.

Bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan
subpenyedia  jasa harus mendapat
persetujuan pengguna jasa tugas.
Pengikutsertaan subpenyedia jasa bertujuan
memberikan peluang bagi subpenyedia iasa
yang mempunyai keahlian spesifik melalui
mekanisme keterkaitan dengan penyedia
jasa.
Ayat (2)

.Cukup jelas.
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Ayat (3)

Hak-hak subpenyedia jasa., antara lain
adalah hak untuk menerima pembayaran
secara tepat waktu dan tepat jumlah yang
harus dijamin oleh penyedia jasa. Dalam
hal ini pengguna jasa mempunyai ke-
wajiban untuk memantau pelaksanaan
pemenuhan hak subpenyedia jasa oleh
penyedia jasa.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Penetapan kegagalan hasil pekerjaan kon-
struksi oleh pihak ketiga selaku penilai ahli
dimaksudkan untuk menjaga obyektivitas
dalam penilaian dan penetapan suatu ke-
gagalan hasil pekerjaan konstruksi.

Penilai ahli terdiri dari orang perseorangan,
atau kelompok orang atau lembaga yang
disepakati para pihak, yang bersifat
independen dan mampu memberikan peni-
laian secara obyektif dan profesional.
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Ayat (1)

Pelaksanaan ganti rugi dapat dilakukai
melalui mekanisme pertanggungan yan
pemberlakuannya disesuaikan  dengai
tingkat pengembangan sistem pertanggung

an bagi perencana dan pengawas kon
struksi.

Ayat (2)

Pasal 27

Pertanggungjawaban pelaksana konstruks
di bidang usaha dikenakan kepada pelak
sana konstruksi maupun sub pelaksan
konstruksi dalam bentuk sanksi administras
sesuai tingkat kesalahan.

Besaran ganti rugi yang menjadi tanggun;
jawab pelaksana konstruksi dalam ha
terjadi kegagalan hasil pekerjaan konstruks
diperhitungkan dengan mempertimbangka:
antara lain tingkat kegagalannya.

Pelaksanaan ganti rugi dapat dilakuka:
melalui mekanisme pertanggungan yan
pemberlakuannya disesuaikan dengan ting
kat pengembangan sistem pertanggunga
bagi pelaksana konstruksi.

Lihat perijelasan Pasal 25 ayat (3).

Pasal 28

Cukup jelas.
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Pasal 29

Hak masyarakat dalam melakukan pe;ngaWasan.
baik dalam tahap perencanaan. pelaksanaan,
dan pengawasan pekerjaan, maupun pemanfaat-

an hasil-hasilnya. '

Penggantian yang layak diberikan kepada yang
dirugikan sepanjang dapat membuktikan bahwa
_secara langsung dirugikan sebagai akibat pe-
rencanaan, pelaksanaan dan pengawasan ke-
giatan pekerjaan konstruksi didaserkan atas
ketentuan peraturan perundang-undangan yang

. berlaku.
Pasal 30

Kewajiban dimaksud mengandung makna bahwa
setiap orang turut berperan serta cdalam
menjaga ketertitan dan memenuhi ketentuan
yang berlaku di bidang jasa konstruksi.

Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32

Ayat (1)

Asosiasi perusahaan jasa konstruksi, me-
rupakan satu atau lebih wadah organisasi
dan atau himpunan para pengusaha yang
bergerak di bidang jasa konstruksi untuk
memperjuangkan kepentingan dan aspirasi
para anggotanya.

Asosiasi profesi jasa konstruksi, merupakan
satu atau lebih wadah organisasi dan atau



himpunan perorangan, atas dasar kesama
an disiplin keilmuan di bidang konstruks
atau kesamaan profesi di bidang jas
konstruksi, dalam usaha mengembangka:

keahlian dan memperjuangkan aspiras
anggota.

Asosiasi bersifat independen, mandiri da:
memiliki serta menjunjung tinggi kode eti
profesi.

Mitra usaha asosiasi pverusahaan baran
dan jasa adalah orang perseorangan ata
badan usaha yang kegiatan usahanya c
bidang penyediaan barang atau jasa bai
langsung maupun tidak langsung mendt
kung usaha jasa konstruksi.

Wakil-wakil instansi Pemerintah yan
duduk dalam forum jasa konstruksi adala
pejabat yang ditunjuk oleh instan
Pemerintah yang mempunyai tugas da
fungsi pembinaan dalam bentuk pembe.
dayaan dan pengawasan di bidang ja:
konstruksi.

Peran Pemerintah dalam pembinaan ja:
konstruksi masih dominan, dengan Undan;
Undang ini, pengembangan usaha ja:
konstruksi diserahkan sepenuhnya kepac
" masyarakat jasa konstruksi.

Dalam tahap awal pelaksanaan Undan,
Undang ini peran Pemerintah masih ¢
perlukan untuk :



a. mengambil inisiatif/prakarsa dalam
mewujudkan peran forum;

b. memberikan dukungan fasilitas ter-
masuk pendanaan untuk memungkinkan
terwujud dan berfungsinya peran ma-
syarakat jasa konstruksi (wadah orga-
nisasi pengembangan jasa konstruksi)
berikut lembaga-lembaga pelaksanaan-
nya. :

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)

Wakil instansi Pemerintah yang duduk
dalam lembaga adalan yang ditunjuk oleh
instansi yang mempunyai tugas dan fungsi
pembinaan di bidang jasa konstruksi.

Dalam mewujudkan peran Lembaga, pada
tahap awal Pemerintah dapat mengambil
inisiatif dalam menetapkan pembentukan
lembaga, serta memberikan dukungan
fasilitas termasuk pendanaan operasional-
nya. '

Ayat (2)

Huruf a ‘
Pengembangan jasa konstruksi yang

dilakukan oleh lembaga dimaksudkan,
antara lain:
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1. agar  penyedia jasa mampu
memenuhi standar-standar nasio-
nal, regional, dan internasional;

2. mendorong penyedia jasa untuk

mampu bersaing di pasar nasional
maupun internasional.

3. mengembangkan sistem informasi
jasa konstruksi.

Hurufb
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jeias.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35

(ayat 1.'ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat €

a. Mengingat peran jasa konstruksi dalar
" pembangunan nasional, maupun dalar
mendukung perluasan kesempatan usah
dan lapangan kerja, serta menginga

»



kewajiban Pemerintah untuk melindungi
kepentingan masyarakat dan kepenting-
an nasional pada umumnya, maka
Pemerintah berkewajiban untuk melaku-
kan pembinaan terhadap jasa kon-
. Pembinaan yang meliputi pengaturan,
pemberdayaan, dan pengawasan, dilaku-
kan oleh Pemerintah terhadap :

1) Jasa konstruksi, dengan tujuan :

a) menumbuhkan pemahaman dan
kesadaran akan peran strategis-
nya dalam pelaksanaan pemba-
ngunan nasional yang membawa
kensekuensi timbulnya hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi-
.aya; | |

b} mendorong terwujudnya penyadia
jasa untuk meningkatkan kemam-
puannya, baik secara langsung
maupun melalui asosiasi, agar

mampu memenuhi hak dan ke-
wajibannya;

¢) menjamin terpenuhinya kewajiban
berdasarkan ketentuan yang ber-
‘laku sehingga mendorong terwu-
judnya tertib usaha jasa kon-
struksi maupun tertib penyeleng-
garaan pekerjaan konstruksi.
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2) Pengguna jasa, dengan tujuan :

a) menumbuhkan pemahaman dan
kesadaran akan tugas dan fung-
sinya serta hak dan kewajibannya
dalam pengikatan dan penyeleng-
garaan pekerjaan konstruksi;

b) menjamin terpenuhinya hak dan
kewajiban berdasarkan ketentuan
yang berlaku sehingga mendorong
terwujudnya tertib penyelengga-
raan pekerjaan konstruksi.

3) Masyarakat, dengan tujuan :

a) menumbuhkan pemahaman akan
peran strategis jasa konstruksi
dalam pelaksanaan pembangunan
nasional;

b) menumbuhkan kesadaran akan
hak dan kewajibannya dalam me-
wujudkan tertib uscha jasa koil-
struksi, tertib penyelenggaraan
pekerjaan konstruksi, dan dalam

memanfaatkan hasil pekerjaan
konstruksi;

¢) dalam pelaksanaannya, pembina-
an.dapat dilakukan oleh Pemerin-
tah melalui suatu kegiatan ‘dalam
bentuk forum dan lembaga.

Forum merupakan fasilitas dan/atau
sarana untuk mendorong terciptanya
pemanfaatan dan pengawasan secara



Pasal 36

Ayat (1)

-Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk
melindungi hak keperdataan para pihak
‘yang bersengketa.

Ayat (2)
Cukup jelas.”

Ayat (3) | .
_Ketentuari pada ayat ini dimaksudkan untuk
mencegak terjadinya putusan yang berbeda

mengenai suatu sengketa jasa konstruksi
untuk menjamjn kepastian hukum.

Pasal 37

Ayat (1) S
Ketentuan pada ayat ini untuk mempertegas
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optimal terhadap penyelenggaraan
Jjasa konstruksi nasional bagi masya-
rakat pada umumnya dan  atau

masyarakat -jasa - konstruksi pada
khususnya. S

Lembaga merupakan wadah pembi-
naan pelaksanaan jasa konstruksi.

_Sebagian pembinaan yang dilakukan

oleh Pemerintah dapat dilimpahkan
kepada Pemerintah Daerah.

. bahwa sengketa jasa konstruksi dapat

terjadi pada kegiatan para pihak dalam
- penyelenggaraan pekerjaan konst_ruksi.



Ayat (2)

Sejalan dengan ketentuan tentang kontr:
kerja  konstruksi para pihak tel
- menyetujui bahwa sengketa diantara m
reka dapat diselesaikan dengan menggun
kan jasa pihak ketiga sesuai dengan kete
tuan yang berlaku tentang arbitrase d¢
alternatif pilihan penyelesaian sengketa.

Penunjukan pihak ketiga tersebut dap
dilakukan sebelum sesuatu sengketa tarja
yaitu dengan menyepakatinya dan menca
tumkannya dalam kontrak kerja konstruk:

Dalam hal penunjukan pihak kstiga «

. lakukan setelah sengketa terjadi, maka t
itu harus disepakati dalam suatu ak
tertulis yang ditandatangani para pih
sesual ketentuan peraturan perundarn
undangan yang berlaku.

Jasa pihak ketiga yang dimaksud di at
antara lain: arbitrase baik berupa lemba
atau ad-Aoc yang bersifat nasional maup
internasional, mediasi, kounsiliasi at
penilai anli.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak mengajuk
gugatan perwakilan® pada ayat ini adal
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hak kelompok kecil masyarakat untuk
bertindak mewakili masyarakat dalam
jumlah besar yang dirugikan atas dasar
kesamaan permasalahan, faktor hukum dan
ketentuan yang ditimbulkan karena
kerugian atau gangguan sebagai akibat
kegiatan penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi.

‘Ayat (2)

Pasal 39

Cukup jelas.

Khusus gugatan perwakilan yang diajukan
oleh masyarakat tidak dapat berupa

tuntutan membayar ganti rugi, melainkan
hanya terbatas gugatan lain, yaitu:

a. memohen kepada pengadilan agar salah
satu pihak dalam penyelenggaraan
pekerjaan konstruksi untuk melakukan
tindakan hukum tertentu yang berkaitan
dengan kewajibannya atau tujuan dari
kontrak kerja konstruksi: -

b. menyatakan seseorang (salah satu pihak)
telah melakukan perbuatan melanggar
hukum karena melanggar kesepakatan
yang telah ditetapkan bersama dalam
kontrak kerja konstruksi:

¢. memerintahkan seseorang (salah satu
pihak) yang melakukan usaha/kegiatan
jasa konstruksi untuk membuat atau
memperbaiki atau mengadakan



Pasal 40

penyelamatan bagi para pekerja jas
konstruksi.

Yang dimaksud dengan “biaya ata
pengeluaran riil” adalah biaya yang nyatc
nyata dapat dibuktikan sudah dikeluarka
olen masyarakat dalam kaitan denga

akibat penyeslenggaraan pekerjaa
konstruksi.

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 43

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.
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v

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas. -
Pasal 46
. Cukup jelas.
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